
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 

PASAL 28 AYAT (1) TENTANG JUAL BELI E-BOOK BERBAYAR 

BERJANGKA WAKTU 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah  

 Oleh: 

Reni Deska Sari 

NPM : 1621030056 

 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 

 

 

FAKULTAS SYARIAH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1441 H / 2020 



i 
 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008  

PASAL 28 AYAT (1) TENTANG JUAL BELI E-BOOK BERBAYAR 

BERJANGKA WAKTU 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah  

 

 

 Oleh 

 

Reni Deska Sari 

NPM : 1621030056 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

 

 

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag 

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1441 



ii 
 

ABSTRAK 

Keberadaan buku kini bisa didapatkan secara non fisik, dahulu buku memang 

lebih diorientasikan kepada membaca dengan ada fisiknya, namun berbeda 

dengan zaman sekarang di mana buku bisa didapatkan dengan mudah. Yakni 

dengan membelinya di aplikasi e-book yang kini sudah banyak yang menjualnya. 

Cara membayarnya bisa melalui atm atau saldo pulsa untuk mendapatkan buku 

tersebut. Namun dalam hal ini ada yang tidak sesuai antara akad dengan praktik 

yang dilaksanakan penjual e-book tersebut kepada pembeli. Yakni terdapat 

batasan atau jangka waktu satu bulan yang diberikan pihak penjual e-book kepada 

pembelinya, dan pembeli tidak bisa membaca atau memanfaatkan bacaan tersebut 

setelah jangka waktu telah habis, dan hal ini telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 

mengenai perbuatan yang dilarang “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana praktik Jual Beli E-book Berbayar Berjangka Waktu menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan bagaimana Jual Beli E-Book Berbayar Berjangka Waktu dalam 

hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) 

yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca 

buku-buku, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu. Dalam teknik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah data 

terkumpulkan kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil 

penelitian, praktik jual beli e-book  yang dilakukan oleh penjual e-book adalah 

adanya fakta terdapat jangka waktu yang diberikan pihak penjual e-book kepada 

para pembaca e-book.. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli e-book dengan 

sistem batas waktu ini adalah dianggap tidak sah atau batal karena tidak sesuai 

dengan rukun dan syarat jual beli. 
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MOTTO 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَا ضٍ مِنْكُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ  

وَلََ تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ إِنَّ الَله كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا   

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kalian 

membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. 

(QS. An-Nisa : 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal mendapatkan gambaran yang jelas untuk memfokuskan 

pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan atau salah penafsiran dikalangan 

pembaca maka perlu adanya penjelasan secara rinci terhadap arti dan makna 

istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) Tentang Jual Beli E-book 

Berbayar Berjangka Waktu”. Ada beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan 

perlu untuk ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan 

sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk 

perkaranya dan sebagainya.
1
 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 

Hukum Islam juga berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. 

IV, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
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agama Islam.
2
 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam 

adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum 

Islam menurut tarif ini mencakup hukum syara dan juga mencakup hukum 

fiqh, karena arti syara dan fiqh terkandung di dalamnya.
3
 

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 

2008 Pasal 28 Ayat (1) 

Bahwa dalam Undang-Undang ini mengatur segala perbuatan termasuk 

segala perbuatan elektronik yakni dalam pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi 

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik” dalam pasal ini mengatur segala bentuk transaksi, 

baik yang melakukan dengan menyebarkan berita bohong, juga mengenai 

transaksi yang mengakibatkan kerugian konsumen.  

4. Jual Beli 

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta 

(yang lain) untuk saling menjadikan milik. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu pertukaran harta atas dasar saling 

rela dengan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 

(yaitu berupa alat tukar yang sah).
4
 

5. E-Book  

                                                             
2
 Moh.Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 38. 
3
 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), h. 17. 

4
 Khumedi Jafar, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 

2016), h. 104. 
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E-book berasal dari kata Elektronik Book atau dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan Buku Elektronik yang artinya ialah publikasi buku yang 

tersedia dalam bentuk digital, terdiri dari teks, gambar, atau keduanya 

yang dapat dibaca di layar komputer layar datar atau perangkat elektronik 

lainnya. E-book sendiri memiliki tujuan yakni untuk memudahkan proses 

pembelajaran dimana setiap pembaca bisa mengakses berbagai jenis ilmu 

secara online. Meskipun sering didefinisikan sebagai versi elektronik dari 

buku cetak beberapa ebook dibuat tanpa adanya versi buku cetak. 
5
 

6. Berjangka Waktu 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jangka artinya ukuran waktu 

tertentu. Sedangkan waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, 

perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dari definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa jangka waktu sendiri mengarah pada berapa 

lama jatuh tempo pada sebuah keadaan itu berlangsung. Apakah jangka 

panjang aaukah jangka pendek, biasanya selama satu bulan, tiga bulan, 

satu tahun. 

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul 

skripsi ini adalah untuk meneliti secara mendalam, guna mendapatkan fakta-fakta 

mengenai praktik jual beli E-book berbayar dengan pemanfaatan berdasarkan 

jangka waktu. 

B. Alasan Memilih Judul 

                                                             
5
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik (diakses pada 13 Maret 2019) 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik


4 
 

Adapun memilih judul Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) 

Tentang Jual Beli E-book  Berbayar Berjangka Waktu adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Alasan objektif membahas penelitian ini karena judul skripsi ini belum 

banyak yang mengkajinya, selain  itu objek penelitian ini belum pernah 

dibahas. Aplikasi Ebook Berbayar adalah sebuah wadah atau tempat 

naungan pembelajaran dalam bentuk perangkat lunak yang berfungsi 

melakukan suatu tugas yang diinginkan para pengguna. 

2. Alasan Subjektif 

Alasan subjektif membahas penelitian ini karena sesuai dengan disiplin 

ilmu pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang 

Dewasa ini, untuk merambah dunia perniagaan sangatlah mudah. Dengan 

meluasnya dunia maya misalnya, seseorang dapat memanfaatkannya untuk 

kepentingan komersial ataupun untuk sekedar membagi pengetahuan mereka 

dengan sebuah produk yang mereka keluarkan. Perkembangan selama ini telah 

menciptakan ekonomi nasional yang lebih beragam dan berdaya saing. 
6
Begitupun 

dengan hadirnya aplikasi E-book berbayar yang kini sudah bisa diakses pada 

Google Play ini menjadi salah satu perkembangan dunia ekonomi nasional di 

bidang digital dengan akses yang meluas. 

                                                             
6
 Syahmin, Hukum Dagang Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 11. 
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Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 

dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum 

Islam).
7
 Dalam hal ini Al-Quran menerangkan jual beli itu dihalalkan, sedangkan 

riba diharamkan.
8
 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275 

يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ    وَ أَحَلَّ اللهُ الْب َ

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Aplikasi E-book adalah sebuah wadah atau tempat bacaan bagi siapa saja 

yang menggunakannya dalam bentuk digital. E-book atau elektronik book pada 

dasarnya merupakan buku yang dipublikasikan dalam bentuk digital, terdiri dari 

teks, gambar, atau keduanya yang dapat dibaca di layar komputer layar datar atau 

perangkat elektronik lain seperti smartphone.
9
 E-book ini diluncurkan bagi para 

penulis yang dikumpulkan untuk diajak bekerjasama oleh salah satu penerbit buku 

elektronik dengan tujuan yang sama yakni untuk membagikan keilmuan serta 

pengetahuan melalui buku digital tersebut serta untuk mendapat keuntungan dari 

buku yang dikeluarkan pada aplikasi e-book. Adapun jual beli e-book ini memberi 

keuntungan bagi para penggunanya yang tidak perlu jauh-jauh pergi ke toko buku, 

pengguna e-book ini hanya perlu membaca e-book melalui smarthphone. 

                                                             
7
 Khumedi Jafar, Hukum Perdata Islam di Indonesia...., h. 104. 

8
 T.M Hasbi Ash-Shiqqiqi, Hukum-Hukum Fiqh Islam : Tinjauan Antar Mazhab, 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 328. 
http://vickyedh.blogspot.com/2015/05/makalah-e-book.html, diakses pada 15 Maret 

2019. 

http://vickyedh.blogspot.com/2015/05/makalah-e-book.html
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Mengenai model aplikasi ini diterapkan adalah dengan cara berbayar 

berjangka waktu, dimana pihak pembaca diharuskan membayar atau membeli 

dengan sejumlah rupiah yang ditentukan oleh aplikasi tersebut sesuai dengan 

jangka waktu yang ditentukan pada pihak aplikasi e-book. Dalam hal ini ebook 

menawarkan bacaannya dengan beberapa jenis, ada yang diunduh secara gratis, 

ada juga penulis yang menawarkan e-book secara tidak gratis namun dapat 

digunakan selamanya, juga ada yang berbayar dengan berjangka.  

Namun pelaku bisnis e-book sendiri menawarkan e-book secara berbayar 

berjangka, artinya tidak gratis namun pemanfaatannya hanya berjangka waktu 

sebulan. Di sinilah adanya jual beli yang terdapat jangka waktu tersebut, di mana 

biasanya jangka waktu itu hanya diberikan selama sebulan di mana para pengguna 

tidak bisa membaca secara mutlak atau terus-menerus kecuali jika mereka 

memperpanjangnya dalam waktu bulanan. Artinya jika pelanggan tidak 

meneruskan langganan tersebut maka buku bacaan yang sudah diunduh tersebut 

akan hangus dan tidak bisa melanjutkan bacaannya.
10

  

Dalam aplikasi e-book berbayar yang diperjualbelikan dengan pemanfaatan 

berdasarkan jangka waktu ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 mengenai perbuatan yang 

dilarang “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik”. Dalam hal ini UU ITE tersebut telah mengatur mengenai berbagai 

macam hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, salah satunya mengenai 

                                                             
10

 https://ibnumajjah.wordpress.com/cara-berlangganan-ebook/  (diakses pada 8 Mei 

2019) 

https://ibnumajjah.wordpress.com/cara-berlangganan-ebook/
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pelaksanaan transaksi jual beli e-book yang melanggar hak dengan menyesatkan 

yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dimana kerugian tersebut dirasakan 

oleh pihak pembeli, karena pembeli e-book di sini tidak sepenuhnya dapat 

memiliki ebook tersebut secara mutlak. Juga karena dalam pemanfaatannya 

terdapat suatu kesalahan yang dilakukan pihak e-book, baik dalam pelayanan, 

penyediaan ebook, maupun mengenai penggunaan yang sering mengakibatkan 

konsumen merasa dirugikan. Mengenai jual beli e-book berbayar berjangka waktu 

ini dijelaskan dalam kaidah sebagai berikut. 

Dalam hal ini terdapat kaidah fiqiyah  :  

حُ توَْقِيتَهِِ  حُ تأَْ بِيْدُهُ مِنَ الْعُقوُْدِ الْمُعَاوَضَاتِ فلَََ يصَِّ  كُلُّ مَا يصَِّ

Artinya: Setiap transaksi pertukaran (baik jual-beli maupun barter) yang berlaku 

selamanya, maka tidak dibenarkan untuk dibuat tentatif(hanya bersifat 

sementara waktu). 

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz(dengan perkataan), lafaz itu 

diwajibkan memenuhi salah satu syaratnya yaitu “tidak berwaktu, sebab jual beli 

berwaktu seperti sebulan atau setahun itu tidak sah.”
11

 

Pada transaksi jual beli, pedagang menyerahkan barang dagangannya dan 

pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati keduanya sebagai 

harga. Bila kepemilikan barang dagangan dibatasi dalam transaksi jual beli 

tersebut, maka transaksi itu berubah dari jual beli menjadi sewa menyewa.
12

  

                                                             
11

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2018), h. 282. 
12

 Syamsul Hilal, Qawaid Fiqhiyah Furuiyah Sebagai Sumber Hukum Islam, al-Aadalah, 

Vol. XI, No. 2, 2012, h. 43. 
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M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan bahwa Ija>rah (sewa menyewa) ialah 

penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, 

sama dengan menjual manfaat. Dalam Kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa 

Ijarah adalah "suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, 

disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian 

yang jelas. Menurut A. Djazuli, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Islam, ijarah adalah menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang 

diketahui. 

Definisi-definisi di atas dapat dirangkum bahwa yang dimaksud sewa 

menyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak 

berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang 

disewakan tersebut. Dapat pula berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, 

dan manfaat karya tulis seperti pemusik. 

Tarif yang diberikan pihak ebook berbayar dengan berjangka yakni sekitar 

Rp. 89.000 selama 30 hari, yang terdiri dari beberapa jenis buku, novel, atau 

majalah-majalah yang dikumpulkan pada aplikasi e-book. Hal ini memang bisa 

dikatakan sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga asli buku-buku yang 

dicetak pada penerbit yakni sekitar Rp. 60.000 untuk setiap bukunya, namun 

bedanya dengan harga Rp. 60.000 ini bisa dikatakan jauh lebih mahal dari biaya 

berlangganan karena kepemilikan buku mutlak menjadi milik kita selamanya.  

Berdasarkan uraian di atas  penulis menganggap masalah ini perlu diadakan 

penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai sistem jual beli ebook berbayar 
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dengan pemanfaatan berdasarkan jangka waktu bagaimana syariat hukum Islam 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam menyikapi sudah sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berjudul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 

11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) Tentang Jual Beli E-book  Berbayar Berjangka 

Waktu” 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, 

sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang 

menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di pustaka 

dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah 

ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan jual beli e-book 

berbayar berjangka waktu menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) dan menurut Hukum Islam. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli e-book berbayar berjangka waktu menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1)? 

2. Bagaimana jual beli e-book berbayar berjangka waktu dalam Hukum 

Islam? 

F. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui praktik jual beli e-book Berbayar Berjangka waktu 

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Untuk mengetahui jual beli e-book berbayar berjangka waktu dalam 

Hukum Islam. 

G. Signifikan Penelitian 

a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 

berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen 

khususnya dalam praktik penjualan E-book Berbayar Berjangka Waktu 

menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Pasal 29 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas 

akhir guna memperoleh S.H  pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Raden Intan Lampung 

H. Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan penelitian ini merupakan metode kualitatif. 

Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan 

makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode 

tersebut akan disebarkan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
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a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka. 

(Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, 

literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa buku, catatan, 

maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.
13

 Untuk memperoleh 

data dan informasi dalam menyusun skripsi ini, sejatinya penelitian ini 

tidak berada dalam lokasi tertentu, karena merupakan penelitian pustaka 

(library research), mengenai Analisis Hukum Islam dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Oleh 

karena itu, dalam proses penelitian skripsi ini sebagian besar dilakukan 

di perpustakaan dan diskusi dengan akademisi hukum dan dosen yang 

fokus mengkaji Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 

(1) Tentang Jual Beli E-book  Berbayar Berjangka Waktu. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat 

deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta sifat-sifat, 

ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

                                                             
13

 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 1987), h. 6. 
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tertentu” 
14

artinya dengan mendeskripsikan fakta-fakta mengenai 

permasalahan yang terjadi. Penelitian ini yang menjelaskan atau 

menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data 

penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih 

sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi. 

2. Jenis dan Sumber Data  

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan hukum dari jual beli ebook 

berbayar dengan pemanfaatan berdasarkan jangka waktu. Oleh karena itu 

jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat 

melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Hal ini data primer 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

transaksi jual beli e-book berbayar yakni Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan-

aturan yang relevan dengan penelitian ini. Serta mengambil beberapa 

pendapat (kritik dan saran) dari beberapa pengguna e-book.  

b. Data  Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. 
15

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari 

                                                             
14

 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Fisafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 

58. 
15

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 

2008), h. 42 
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buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung 

maupun  tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini 

akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji 

yakni mengenai jual beli e-book berbayar. Sumber data sekunder yang 

dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Quran, hadits, buku, 

kitab-kitab fiqh, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. 

3. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah 

metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data 

mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal 

atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, dan 

lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, 

menginterventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang 

berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah 

sumber-sumber kepustakaan tersebut.
16

 Dalam hal pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi ini dilakukan sesuai adanya fokus penelitian 

yakni tentang tentang jual beli ebook berbayar berjangka waktu dalam 

hukum Islam. 

4. Pengolahan Data 

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan: 

                                                             
16

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 236. 
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a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu 

tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan 

yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan 

jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Quran dan hadis, atau 

buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.  

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian 

ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
17

 

5. Analisis Masalah 

a. Analisa Kualitatif, yaitu “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deksriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang 

yang berperilaku yang dapat dimengerti”. 

b. Deduktif, yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang 

bersifat umum. Kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.
18

  

c. Content-analysis, yaitu metode yang digunakan pikiran orang lain 

sehingga kita bisa menelusuri pemikirannya dengan baik. Penelitian ini 

digunakan untuk melihat struktur isi  fakta-fakta dari fenomena yang 

terjadi dalam jual beli ebook berbayar dengan pemanfaatan berdasarkan 

jangka waktu. 

                                                             
17

 Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), h. 107. 
18

 Sutrisno Hadi, Metode Research…., h. 28. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Akad Dalam Islam 

1. Pengertian Akad 

Kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari bahasa 

Arab “al-„Aqd” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau 

permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi.  

Menurut Hashim Maruf al-Husaini akad adalah sebuah kontrak yang 

merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suau kewajiban 

dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.
1
 Menurut Wahbah al-Zuhaili 

dan Ibnu Abidin yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi 

adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah 

(Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukun pada objeknya. 
2
 

 

Hukum Islam membedakan antara “janji” dengan “perjanjian” atau 

“kontrak”. Istilah janji terkadang memiliki maksud yang sama dengan 

istilah perjanjian atau kontrak. Dalam hal ini, istilah “perjanjian” 

dipandang sama dengan “kontrak”. Kedua istilah ini berbeda dengan apa 

yang dimaksud dengan “janji”. Dalam kontrak terdapat pernyataan atas 

suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima 

                                                             
1
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 72.  
2
 Wahbah al-Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adilatuhu, (Damaskus: Dar al Fikr al Muashir, 

Jilid IV, 1997), h. 2918. 
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oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek 

perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masing-masing. 

Adapun janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk 

melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka 

memberi keuntungan bagi pihak lain. Perbedaan lainnya ialah terletak 

pada konsekuensi hukum dari keduanya, yakni pada kontrak bersifat 

mengikat (mulzim) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi 

hukum maupun ari sudut pandang agama ketika semua persyaratan 

perjanjian/kontrak itu terpenuhi. Sementara janji hanya mengikat para 

pihak yang menyatakannya saja atau berjanji saja, sedangkan dari segi 

hukum hanya hakim yang dapat memaksakan orang yang berjanji itu 

untuk melaksanakan janjinya.  

Kontrak dalam Hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum 

kontrak yang berlaku dalam hukum perdata umum yang didasarkan pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah yang berbagai 

macam. Menurut Gemala Dewi, perbedaan yang terjadi dalam perikatan 

(kontrak) antara hukum Islam dan hukum perdata umum adalah pada tahap 

perjanjiannya. Pada hukum perikatan (kontrak) Islam, janji pihak pertama 

terpisah dari janji pihak kedua, kemudian lahir perikatan (kontrak). 

Adapun menurut hukum perdata KUH Perdata, perjanjian antara pihak 

pertama dan pihak kedua ialah satu tahap yang kemudian menimbulkan 

perikatan di antara mereka. 
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Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam 

hukum Islam. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi 

yang diberikan kepada akad (perjanjian).
3
 

1. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan 

ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain 

yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.” 

2. Akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak 

dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 

objeknya.” 

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa: 

a. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang 

akibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang 

diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban 

persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap 

penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila 

pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama 

lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang 

tercermin dalam ijab dan qabul. 

b. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah 

pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak 

dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu 

pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan 

                                                             
3
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h. 67. 
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hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak 

merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidaklah memerlukan 

qabul. 

c. Tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi 

tujuan akad adalah maksud bernama yang dituju dan hendak 

diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum 

akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukm al-\aqd). 
4
 

2. Dasar Hukum Akad 

Prinsip dasar “akad” adalah kewajiban  memenuhinya kecuali terdapat 

dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum 

dalam setiap akad hal ini bergantung dari segi lazim (mempunyai 

kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Prinsip akad itu 

adalah adanya keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan 

hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Dalam hal ini 

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan 

keumuman wajibnya memenuhi “akad” adalah sebagai berikut: 
5
 

a. Al-Quran 

Adapun dasar hukum dilakukannya akad  berdasarkan Al-quran adalah 

surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi: 

  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.  

                                                             
4
 Ibid, h. 68. 

5
Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 7  
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Ayat ini mencakup semua akad perjanjian, baik itu 

perjanjian manusia kepada Allah atau sesama makhluknya. Allah 

memerintahkan agar manusia memenuhi akad-akad  itu semuanya, dan 

ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum muamalah adalah boleh 

dan halal, seandainya akad-akad itu hukumnya haram, pasti Allah tidak 

akan memerintahkan manusia untuk memenuhinya. 

Selanjutnya, disebutkan juga dalam Q.S Al-Maidah(5): 2 yang 

berbunyi: 

ثْمِ وَالْعُدْوَ  قْوَى وَلاَ تَ عَاوَنُ وْاعلَى الْاِ انِ وَتَ عَاوَنُ وْاعَلَى الْبِرِّ وَالت َّ  

 Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan permusuhan.
6
 

Ayat ini menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi harus dilakukan 

dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan, tidak memberi 

keuntungan pada satu pihak saja atau justru memberi kerugian pada 

pihak lain. 

b. Hadist 

Hadist yang menerangkan tentang Akad sebagai berikut : 

ثَ نَا عَبْدُ الِله بْنُ يوُسُفَ ، أَخْبَ رَناَ مَالِكٌ ، عَنْ ناَفِعٍ ، عَنْ عَبْدِ   الِله بْنِ  حَدَّ
هُمَا أَنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عَ الله عُمَرَ ، رَضِيَ  قَالَ :  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَن ْ

                                                             
6
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2015), 

h. 560. 
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هُمَا باِلْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِوِ مَا لَمْ يَ تَ فَرَّقَا إِلاَّ بَ يْعَ  الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
 الْخِيَارِ.)أخرجو البخارى ومسلم(

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau  mendapatkan hadist 

dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi dari 

Abdullah bin Umar Rodliyallohu anhuma. Sesungguhnya 

Rosulallah Sholallohu alaihi wasallam bersabda : “Dua orang 

yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan 

khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali 

jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).
7
 

3. Rukun dan Syarat Akad 

Rukun akad ialah kata mufrad dari kata jama “arka>” artinya asas atau 

sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) 

dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu 

termasuk dalam pekerjaan itu. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu 

pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah 

mengupah atau perdagangan. 

Mayoritas ulama-ulama Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari 

tiga macam, yaitu dua orang yang berakad („aqidain), objek yang 

dijadikan akad (ma„qud „alaih) serta ungkapan i>jab dan qa>bul 

(s}highat).
8
 

a. S}highat „Aqad 

S}highat „aqad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua 

orang yang berakad („aqidain) dan menunjukkan keridhaan keduanya. 

                                                             
7
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, (Bandung: Alma Arif, 1997), h. 45. 

8
 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah…., h. 13.  
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Para ulama fiqh menyebutkan dengan istilah ija>b dan qabul. 

Misalnya, dalam akad jual beli s}highat dibuktikan dengan ucapan atau 

perbuatan yang menunjukkan keridhaan serta kepemilikan dengan cara 

tukar-menukar. Seperti ungkapan penjual “Saya menjual barang ini 

kepadamu” atau “Saya memberikan barang ini kepadamu”. Kemudian 

pembeli berkata “Saya memindahkan kepemilikan barang ini 

kepadamu” atau “Saya menerima pemindahan kepemilikan barang ini 

darimu” atau “Saya menerima barang ini darimu”.  

Kesimpulannya prinsip dasar setiap sesuatu yang menunjukkan ijab 

dan kabul baik menurut bahasa atau kebiasaan („urf), maka akad 

tersebut hukumnya sah. Dan tidak disyaratkan keabsahan akad tersebut 

dengan ucapan dan s}highah khusus. 

b. „Aqidain 

„Aqidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti 

menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi 

wakilnya dari diri orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena 

itu, menurut mayoritas ulama tidak sah hukumnya apabila dilakukan 

oleh selain dari yang disebut. Akan tetapi untuk keabsahan, para ulama 

mensyaratkan „aqidain sebagai berikut: 

1) Ahliyyah. Maksudnya yaitu orang yang ahli dalam melakukan akad, 

dalam hal ini mumma>yiz, ba>ligh dan berakal. Maka tidak sah 

akadnya orang gila, orang yang mabuk begitu juga akadnya anak 

kecil kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat 
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jumhur ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan 

mum>ayyiz, tidak mensyaratkan ba>ligh. Anak kecil sah akadnya 

yang bermanfaat untuk dirinya seperti menerima hadiah, shadaqah, 

wasiat, wakaf tanpa adanya izin dari walinya. Akan tetapi tidak sah 

hukumnya apabila memberi (h}ibah) dan wasiat kepada orang lain, 

juga menjamin utang (kafa>lah), sekalipun adanya izin dari walinya 

atau orang yang menerima wasiat untuk mengurus hartanya (was}hl). 

2) Tidak terlarang membelanjakan harta baik terlarang itu hak dirinya 

atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka 

akadnya tidak sah menurut Syafiiyah. Sedangkan menurut jumhur 

ulama sah akadnya jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika 

tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.  

3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akadnya. Karena 

akadnya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun 

jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah 

atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyyah 

sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan. Akan 

tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya. 

c. Ma„qud „Alaih 

Ma„qud „Alaih adalah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti 

benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad 

h}ibah, benda dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam 

akad kafa>lah. 
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Syarat Akad 

Setiap pembentukan akad syarat yang ditentukan syara yang wajib 

disempurnakan. Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya 

akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan. 

a. Syarat terjadinya akad, yakni segala sesuatu yang diisyaratkan untuk 

terjadinya akad secara syara‟.  

Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini 

terbagi menjadi dua bagian: 

1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. 

2) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak 

diisyaratkan pada bagian lainnya. 

b. Syarat sahnya akad 

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara‟ 

untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad 

tersebut rusak. 

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah 

mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual 

beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perikraran, ada 

unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid). 

c. Syarat pelaksanaan akad 

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan 

kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang 

sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai 



24 
 

dengan aturan syara‟, adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang 

dalam ber-thasaru>f sesuai dengan ketetapan syara‟, baik secara asli, 

yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi 

wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain: 

1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, 

jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang 

asli. 

2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang 

lain. 

d. Syarat kepastian hukum (luzum) 

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat luzum dalam 

jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti 

khiyar syarat, khiyar aib. Jika luzum tampak, maka akad menjadi batal 

atau dikembalikan.
9
 

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai 

macam akad yaitu:
10

 

1) Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad 

orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) 

karena boros atau lainnya. 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

3) Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai 

hak melakukannya walaupun dia bukan akad yang memiliki barang. 

                                                             
9 Rahmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 64. 
10

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 44.  
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4) Akad tidak dilarang oleh syara 

5) Akad dapat memberi faedah. 

6) I>jab tersebut jalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qa>bul, 

i>jab dan qa>bul bersambung jika berpisah sebelum akadnya 

qa>bul maka batal. 

4. Berakhirnya Akad 

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya 

tujuan akad (tahqiq al-„aqd), pemutusan akad (fasakh), putus dengan 

sendirinya kewenangan dalam akad mauquf. 
11

 

a. Terpenuhinya Tujuan Akad  

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 

jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah 

milik kepada pembeli dengan harganya telah menjadi milik penjual. 

Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafa>lah), akad dipandang telah 

berakhir apabila utang telah dibayar. 

b. Terjadi Pembatalan/ Pemutusan Akad (Fasakh) 

Pembatalan/pemutusan akad (fasakh) terjadi dengan sebab-sebab 

berikut: 

1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara,seperti ada kerusakan 

dalam akad (fasakh al-„aqd). Misalnya jual beli barang yang tidak 

memenuhi kejelasan (jah}alah) dan tertentu waktunya (mu„aqqat). 

                                                             
11

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), h. 58. 
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2) Adanya khiya>r, baik khiy>ar ru„yat, khiya>r „aib, khiya>r syarat 

atau khiya>r majelis, 

3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqa>lah). Salah satu pihak 

yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.  

4) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak 

yang berakad (liada>ni tanfi>dz). 

5) Berakhirnya waktu akad. Karena habis waktunya, seperti dalam akad 

sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat 

diperpanjang. 

c. Salah Satu yang Berakad Meninggal Dunia 

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan 

berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak perorangan 

mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian. 

d. Tidak Ada Izin dari yang Berhak 

Dalam akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada 

pihak lain), seperti akad ba„i fud}huli dan akad anak yang belum 

dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang 

berhak.  

Sebagai perbandingan, hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH 

Perdata ada beberapa macam, yakni: 

1) Pembayaran  
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Yang dimaksud dengan pembyaran adalah pemenuhan perjanjian 

secara sukarela, yaitu debitur melunasi/mengembalikan 

kredit/pembiayaan secara baik. Pemenuhan perjanjian secara 

sukarela, yaitu debitur/nasabah penerima fasilitas pembiayaan 

kepada bank. 

2) Pencampuran Utang 

Terjadi pencampuran utang jika kedudukan sebagai orang 

berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang. Dalam 

Pasal 1436 KUH Perdata menegaskan: 

Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang 

berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum 

suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan. 

3) Pembebasan Utang  

Terjadi apabila orang yang berpiutang dengan tegas menyatakan 

tidak menghendaki lagi prestasi dari orang yang berpiutang dan 

melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. 

Dengan adanya pembebasan tersebut maka perjanjian maka menjadi 

hapus. 

4) Musnahnya Barang yang Terutang 

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tidak 

lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama 

sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah 

perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si 
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berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya (Pasal 1444 (1) 

KUH Perdata). 

5) Kebatalan atau Pembatalan 

Mengacu pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif 

(mengenai kesepakatan dan kecakapan) mengakibatkan perjanjian 

dapat dibatalkan, sedangkan yang tidak memenuhi syarat objektif 

(mengenai hal tertentu dan sebab yang halal) mengakibatkan 

perjanjian batal demi hukum.  

B. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual 

menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah 

adanya perbuatan membeli.
12

 Dengan demikian perkataan jual beli 

menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak 

menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum 

jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak 

yang saling menukar atau melakukan pertukaran. 

Dalam kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan bermuamalah salah 

satunya dengan jual beli pastilah ada pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya, diantaranya penjual dan pembeli. Dimana para penjual dan 

                                                             
12

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.  
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pembeli tersebut membuat suatu akad untuk mencapai kesepakatan 

bersama. 

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran 

harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang 

dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).
13

 

Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa jual beli dapat terjadi 

dengan cara: 

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan 

b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa 

alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. 

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli 

yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
14

 

Jual beli dalam arti umum  ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatannya adalah akad yang 

mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak 

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak 

lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan 

adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 

manfaatnya atau bukan hasilnya.  

Sedangkan jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang 

                                                             
13

 Khumedi Jafar, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 

2016), h. 104.  
14

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…., h. 69.  
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mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, 

bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak 

merupakan utang baik itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang 

yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. 

Definisi ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus 

didasarkan pada keinginan sendiri atas dasar suka sama suka. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
نَّ الَله كَانَ بِكُمْ رحَِيمًاوَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ   

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kalian membunuh diri-

diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. 

 

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi jual-beli yang 

dikemukakan para ulama fikih.  Definisi tersebut dikemukakan oleh ulama 

Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, jual-beli adalah: 

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَال عَلَى وَجْوِ مَخْصُوْصٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْوِ بِمِثْلٍ 
 عَلَى وَجْوٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ 

“Saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau 

menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui 

cara tertentu”. 

Definisi lain dikemukakan oleh Ibnu Qudamah (salah seorang ulama 

Makkiyah) yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, jual-beli adalah: 
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      تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكً مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ 

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan 

kepemilikkan”. 

Dengan demikian bisa disimpulkan secara sederhana bahwa jual-beli 

adalah pertukaran antara harta dengan objek pertukaran berupa barang atau 

manfaat yang dijalankan sesuai prinsip syariat Islam dalam transaksi. 

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang memengaruhi sah 

tidaknya akad tersebut. di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi 

dua orang yang melaksanakan akad. Dan di antaranya adalah syarat yang 

diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak 

ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah: 

a. Untuk orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat. 

1) Saling ridha. Jual beli tidak sah hukumnya jika salah satu dari 

penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang 

benar. Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang 

benar, maka jual beli itu dianggap sah. seperti jika ada seorang 

hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan 

kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang 

didasarkan atas kebenaran. 

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka. 

Diisyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli 

adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan dewasa. Dengan 

demikian, tidak sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan 

adalah anak kecil, idiot dan gila. Dan budak tidak boleh melakukan 

jual beli tanpa seizin dari tuannya. 

3) Ada hak milik penuh. Diisyaratkan agar kedua pihak yang 

melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik 
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penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia 

mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang 

asli. 

b. Adapun barang yang diperjualbelikan juga diisyaratkan memiliki 

beberapa kriteria: 

1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. 

Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-

barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman 

keras), babi, bangkai. 

2) Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarannya adalah 

sesuatu yang dapat diserahterimakan. Sebab, sesuatu yang tidak 

dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak 

ada. Dan jual beli ini dengan cara demikian tidaklah sah. 

c. Hendaknya barang yang diperjualbelikan dan alat penukarannya adalah 

sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua pihak yang mengadakan 

transaksi jual beli.  

Sebab, sesuatu yang tidak jelas merupakan sebuah tipuan. 

Sedangkan, menipu itu dilarang agama. Maka, tidak diperbolehkan 

memperjualbelikan barang yang tidak bisa dilihat atau yang dilihat tapi 

masih belum jelas.begitu juga tidak diperbolehkan melakukan jual beli 

al-H}asha>h (batu), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara seorang 

penjual mengatakan kepada calon pembeli, “Lemparkanlah batu ini ke 

arah baju-baju jualan saya ini, dan baju yang mana saja yang terkena 

batu yang engkau lempar itu, maka ia dapat engkau beli dengan harga 

sekian.” 

2. Dasar Hukum Jual Beli 
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Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-

situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790H), para fiqh Maliki, 

hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi 

contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok 

hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Jual beli disyariatkan 

berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. 

a. Al-Quran 

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama 

dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan 

beragama. Dalam jual beli ini terdapat dalam firmanNya pada QS. Al-

Baqarah:275  

 وَأَحَلَ ا الله اُ لْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ وٰا
Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang 

hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  

Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari 

keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan 

signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan 

disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul 

dari usaha ekonomi itu sendiri.
15

 

                                                             
15

 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2010), h. 
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نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ الَله كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kalian 

membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan 

peraturan-perturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang 

diistilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan 

agama atau persyaratan yang disepakati. 

 Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. 

Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, 

indikator atau tanda-tandanya dapat terlihat ijab dan qabul, atau apa 

saja yang dikenal denga  adat kebiasaan sebagai serah terima adalah 

bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
16

 

b. As-Sunnah,  

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, 

perbuatan, dan t}aqri>r yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 

Adapun dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW 

terdapat dalam hadis riwayat Al-Bazzar: 

 

                                                             
16
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وُ  سُئِلَ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ عَنْ رفَِاعَةِ ابْنُ راَ فِعٍ رَضِىَ اللّٰوُ عَنْوُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَى اللّٰ
رُ وْ رٍ : اَيُّ الْكَسْبِ الََطَّيَّبُ؟  قَالَ:عَمَلُ الرَّخُلِ بيَِدِهِ وكَُلَّ بَ يْعٍ مَب ْ

17)رواه البزّا ر وصحّحو الحا كم(  
Artinya: Dari Rifaah bin Rafii r.a., bahwasanya Nabi Muhammad 

SAW. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” 

Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. 

Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim).  

c. Ijma  

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-

Qur‟an dan Sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli 

diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun 

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya 

itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para ahli ushul 

merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi: 

ليِْلُ عَلَى مَنْعِولِ الْ اَلَأصْلُ فىِ الْمُعَا مَلَةِ  18باَ حَةُ اِلاَّ مَاقَامَ الدَّ  
Artinya: Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan 

(iba>hah) sampai ada dalil yang melarangnya.  

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di 

atas bahwa jual beli itu hukumya adalah mubah yang artinya jual beli 

itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada 

dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan 
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manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan 

bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.  

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun jual beli terdiri atas akad (s}highat), orang-orang yang berakad 

(penjual dan pembeli), dan ma„qud „alaih (objek akad). Jual beli belim 

dikatakan sah sebelum i>jab dan qa>bul dilakukan sebab i>jab qa>bul 

menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya i>jab qa>bul 

dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau 

yang lainnya, boleh i>jab qa>bul dengan surat-menyurat yang 

mengandung arti i>jab dan qa>bul. Transaksi jual beli merupakan 

perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak 

atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan 

sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan 

syaratnya.
19

 

Rukun Jual Beli: 

a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang 

diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap 

dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 

b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya 

(uangnya). 

c. Objek Barang, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara untuk dijual 

dan diketahui sifatnya oleh pembeli. 
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d. S}highat (i>jab qa>bul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 

pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak 

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang 

(serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun 

tulisan. 

Adapun syarat jual beli, terdiri atas: 

a. Subjek Jual Beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:
20

 

a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik 

bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka 

jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman 

Allah: 

فَهَاۤ ءَ أَمْوٰ لَكُمُ   وَلَا تُ ؤْتوُا ا لسُّ
“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang 

bodoh”.(QS. An-Nisa: 5) 

b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam 

melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu 

tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga  pihak lain pun 

dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya 

sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar 

kehendak sendiri adalah tidak sah.  
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c. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang 

mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang 

yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum 

dikatakan dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, 

artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum 

meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. 

d. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa 

apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah dating 

bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli 

dilakukan anak kecil adalah tidak namun demikian bagi anak-anak 

yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, 

tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum 

bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak 

tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, 

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. 

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya 

transaksi jual beli, dalam hal in harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1) Suci atau bersih barangnya, maksudnjya bahwa barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan 

sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. 

Tetapi tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh 

diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah 
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yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan 

barang bukan untuk dikonsumsikan atau dijadikan sebagai makanan. 

2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya 

barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, karena 

pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli 

adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, 

misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, 

dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi,hiasan rumah 

dan lain-lain.  

3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang 

melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan 

perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang 

tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 

4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, maksud 

disini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat 

diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).  

5) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, artinya 

bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui 

banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka 

tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau 

jual beli yang mengandung penipuan.  

6) Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, 

artinya bahwa barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh 
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dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika 

ayahku pergi aku jual motor in kepadamu. 

c. Lafaz (i>jab qa>bul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan 

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) seabagai gambaran 

kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. 

Dalam i>jab qa>bul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain: 

1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya 

bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan 

ijabnya. Begitu juga sebaliknya. 

2) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul. 

3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan Kabul. 

4) Ijab dan Kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan 

ijab dan Kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak 

menimbulkan pemahaman lain. 

5) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.  

4. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum, 

jual beli ada dua macam,  jual beli yang sah enurut hukum dan batal 

menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.  

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 

tiga macam. 
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Jual beli itu ada tiga macam: jual beli yang kelihatan, jual beli yang 

disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.
21

 

a. Jual beli benda yang kelihatan  ialah pada waktu melakukan akad jual 

beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh 

dilakukan seperti membeli beras di pasar.  

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli 

salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedgang, salam adalah 

bentuk jual beli yang tida tunai (kontan), salam pada awalnya berarti 

meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga 

tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-

barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga 

yang telah ditetapkan ketika akad. 

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli 

yang dilarang oleh agama Islam karena barang tersebut diperoleh dari 

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian 

salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta 

benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh 

Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan 

wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab 

hal tersebut merupakan perbuatan gharar. 
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Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga 

bagian, yakni dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.
22

 

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan 

oleh kabanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena 

isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. 

Hal yang dipandang akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, 

bukan pembicaraan dan penyertaan.  

b. Sedangkan akad jual beli yang dilakukan melalui utusan atau perantara, 

tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan 

ucapan misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual 

dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui 

Pos dan Giro, jual beli seperti ini dperbolehkan menurut syara. Dalam 

pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk 

jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli 

saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli 

via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu 

majelis.  

c. Adapun jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 

dengan istilah mu„ath}ah yaitu mengambil dan memberikan barang 

tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah 

bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian 

diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli seperti ini 
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menurut sebagian Syafiiyah tentu hal ini dilarang sebab i>jab qa>bul 

sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafiiyah yang lain seperti 

Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari 

dengan cara yang demikian, yakni tanpa i>jab qa>bul terlebih dahulu.  

5. Jual Beli Yang Diperbolehkan  

Beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum (fikih) 

Islam, yaitu Ba„i al-S}il„ah bi al-Naqd, Ba„i al-Muqayad}hah, Ba„i al-

Salam, Ba„i al-Mura>bah}ah, Ba„i al-Wad}hiah, Ba„i al-T}auliah, Ba„i 

al-Inah, Ba„i al-Istis}hna„, dan Ba„i al-S}harf. Di bawah ini akan diurakan 

mengenai pengertian dan contoh-contoh dari bentuk jual beli tersebut.
23

 

a. Ba„i al-Sil„ah bi al-Naqd  

Ba„i al-Sil„ah bi al-Naqd yaitu menjual suatu barang dengan alat 

tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual 

beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. 

Contoh Ba„i al-Sil„ah bi al-Naqd adalah membeli pakaian atau 

makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah 

ditentukan. 

b. Ba„i al-Muqayad}hah  

Ba„i al-Muqayad}hah yaitu jual beli suatu barang dengan barang 

tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini 
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tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun juga masih menjadi 

salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus 

diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah 

memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam 

Islam.  

Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal 

yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta 

tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran 

(barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga. 

Contoh Ba„i al-Muqayad}hah adalah menukar beras dengan jagung, 

pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu 

lainnya. 

c. Ba„i al-Salam  

Ba„i al-Salam yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan 

penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli 

jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya 

membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan 

jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak 

dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli 

yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan 

tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. 

Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah 
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salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak 

yang lain (penjual/sales). 

 Contoh Ba„i al-Salam adalah membeli perabotan rumah tangga, 

seperti kursi, meja atau almari dari seorang sales yang menawarkan 

barang dengan membawa contoh gambar/foto barang. Selanjutnya, 

barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. 

Contoh lainnya adalah jual beli barang yang dipajang melalui media 

atau jaringan internet (iklan). Calon pembeli mentransfer sejumlah uang 

kepada penjual sesuai harga barang, kemudian barang baru dikirim 

kepada pembeli. 

d. Ba„i al-Mura>bah}ah  

Ba„i al-Mura>bah}ah yaitu menjual suatu barang dengan melebihi 

harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari 

harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan 

tujuan bisnis (jual beli). Tatkala seseorang menjual barang, ia harus 

mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal 

itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, 

mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam menentukan 

besaran keuntungan, maka seorang penjual harus memiliki 

pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling ta‟awun 

(saling menolong). Pada titik ini, bisnis yang dijalankannya memiliki 
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dua keuntungan sekaligus, yaitu finansial dan sosial. Dalam agama 

Islam sering disebut “fiddun ya> h}asanah wa fil a>khirati khasanah 

(kebahagiaan dunia dan akhirat)”.  

Contoh Bai‟ al-Murabah}ah adalah menjual baju yang harga aslinya 

Rp. 35.000,- menjadi Rp.40.000,-. Dengan demikian, penjual 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5000,-. 

e. Ba„i al-Wad}hiah  

Ba„i al-Wad}hiah yaitu kebalikan dari jual beli Murabah}ah, yaitu 

menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. 

Sebagai contoh misalnya, seorang menjual hand phone (HP) yang baru 

dibelinya dengan harga Rp.500.000,- Namun karena adanya kebutuhan 

tertentu, maka ia menjual HP tersebut dengan harga Rp. 450.000,. 

Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, selama hal itu 

dibangun atas prinsip saling rela („an–tara>din), dan bukan karena 

paksaan. 

f. Ba„i al-T}auliah  

Ba„i al-T}auliah yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga 

pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun. Praktik jual 

beli seperti ini digambarkan dengan seseorang yang membeli sebuah 

motor baru dengan harga Rp. 13.500.000. Mengingat ia memiliki 

kebutuhan lainnya yang lebih penting atau pertimbangan tertentu, maka 

motor tersebut dijual dengan harga yang sama. Sepintas, jenis jual beli 
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ini terkesan bertentangan atau menyalahi prinsip dan tujuan jual beli 

pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan finansial dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup (ma „isyah) seseorang.  

Namun perlu difahami bahwa biasanya praktik jual beli al-t}auliyah 

dapat terjadi secara kasuistis karena adanya suatu kondisi tertentu, 

sehingga ia rela menjual barang yang dimilikinya sesuai harga pokok 

dan tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan sedikitpun. Jual beli 

semacam ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama 

dibangun di atas prinsip saling merelakan („an–Tara>d}hin), dan tidak 

terdapat unsur paksaan serta kezaliman. 

g. Ba„i al-Inah  

Ba„i al-Inah yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak 

(penjual dan pembeli), di mana seseorang menjual barangnya kepada 

pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan 

harga lebih murah jika dibayar secara tunai (cash). Dalam fikih Islam, 

jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan “al-ba„i bit}smanin 

„ajil” atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan 

pembayaran yang ditangguhkan. Jenis jual beli ini hukumnya Mubah 

(boleh), dengan syarat, penjual harus memperhatikan hak-hak pembeli, 

penentuan harga yang wajar, dan tidak ada kezaliman. Dengan 

demikian, terdapat unsur saling tolong-menolong di antara penjual dan 
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pembeli untuk menyediakan dan melonggarkan kesulitan masing-

masing pihak.  

Seorang penjual membantu menyediakan barang bagi calon pembeli 

sesuai kemampuan daya beli dengan memberikan waktu sesuai 

kesepakatan. Di sisi lain, penjual juga tidak diperkenankan untuk 

mencari kesempatan dalam kesempitan dengan memanfaatkan 

ketidakmampuan ekonomi calon pembeli demi mencari keuntungan 

semaksimal mungkin. Jika hal ini terjadi, maka pembeli akan merasa 

terpaksa mengikuti sistem yang ditetapkan penjual, karena 

kebutuhannya yang mendesak terhadap barang tertentu. Dalam praktik 

sehari-hari, tidak sedikit orang yang mengkreditkan barang dengan 

melakukan penyitaan (mengambil kembali) barang yang telah 

dikreditkan karena pembeli belum sanggup melunasi sesuai batas waktu 

yang telah ditentukan tanpa memberikan toleransi atau penambahan 

waktu. Sistem seperti ini tentu merupakan bentuk kezaliman terhadap 

orang lain yang sangat dibenci dan dilarang oleh ajaran Islam. 

h. Ba„i al-Istishna„  

Ba„i al-Istishna„ yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan 

(pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai 

keinginan pemesan. Pemesan barang pada umumnya memberikan uang 

muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Setelah terjadinya akad 

atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang 
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dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesan. Bentuk jual beli ini 

sepintas memiliki kemiripan dengan jual beli Salam (ba„i al-Salam), 

namun tetap terdapat perbedaan. Di dalam jual beli Salam, barang yang 

ditransaksikan sesungguhnya sudah ada, namun tidak dibawa pada saat 

terjadinya jual beli.  

Penjual (salesman) hanya membawa foto atau contoh barang 

(sample) saja, kemudian diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya 

kesepakatan di antara mereka. Sedangkan dalam jual beli istishna‟, 

barang yang diperjual-belikan belum ada dan belum diproduksi. Barang 

itu baru dibuat setelah terjadinya kesepakatan di antara penjual dan 

pembeli sesuai kriteria dan jenis barang yang dipesan. Contoh Ba„i al-

Istishna„ adalah pemesanan pembuatan kursi, lemari dan lain 

sebagainya kepada pihak produsen barang. Jenis jual beli seperti ini 

diperbolehkan dalam Islam, sekalipun barang yang diperjual belikan 

belum ada, asalkan dibangun di atas prinsip saling merelakan („an–

tarad}hin), transparan (tidak manipulatif), memegang amanah, serta 

sanggup menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan yang telah 

diputuskan bersama. 

i. Ba„i al-S}harf  

Ba„i al-S}harf  yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang 

sama atau berbeda jenis (currency exchange), seperti menjual rupiah 

dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Jual beli 
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mata uang dalam fikih kontemporer disebut “tija>rah an-naqd” atau 

“al-ittija>r bi al-„umlat”. Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan ba„i 

al-s}harf sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau 

perak, baik dengan sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun 

dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak. Hal ini 

tidak lain karena sifat yang ada pada emas dan perak saat itu sama 

dengan uang saat ini, yaitu sebagai alat tukar atau uang (al-nuqud). 

Menurut para ulama fikih, termasuk Majelis Ulama Indonesia, transaksi 

jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); 

2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 

3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka 

nilainya harus sama dan secara tunai (at-t}aqabud}h); 

4) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar 

(kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. 

6. Jual Beli Yang Dilarang 

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Az-Zuhaili membagi jual beli yang 

dilarang sebagai berikut:
24

 

a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan 

pembeli) antara lain: 

                                                             
24

 Khumedi Jafar, Hukum Perdata Islam di Indonesia…., h. 111.  
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1) Jual beli orang gila 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak 

sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap 

tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal. 

2) Jual beli anak kecil 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum 

mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang 

ringan. 

3) Jual beli orang buta 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang nuta 

tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap 

tidak bias membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan 

menurut ulama Syafiiyah walaupun diterangkan sifatnya tetap 

dipandang tidak sah. 

4) Jual beli Fud}hul 

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, oleh karena 

itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, 

sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). 

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 

terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang 

tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya 

dipandang tidak dapat dipegang. 
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6) Jual beli Malja„ 

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 

bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak 

sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 

umumnya. 

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang 

diperjualbelikan) antara lain: 

1) Jual beli Gharar 

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang 

demikian tidak sah.  

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air yang 

dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada 

kejelasan yang pasti. 

3) Jual beli Majh}ul 

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong 

yang masih di tanh, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk 

bunga, dan lain-lin. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak 

sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia. 

4) Jual beli sperma binatang 
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Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 

mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 

keturunan yang baik adalah haram.  

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran) 

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas 

hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala. 

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 

Jual bei yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada 

dan belum tampak jelas.  

7) Jual beli Muzabanah 

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya 

jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan 

ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 

8) Jual beli Muh}aqallah 

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau 

di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena 

mengandung unsur siba di dalamnya (untung-untungan). 

9) Jual beli Mukhad}harah 

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 

misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan 

lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab 

barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja 
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buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh 

pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. 

10) Jual beli Mulammasah 

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 

menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka 

berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini 

dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 

11) Jual beli Munabadzah 

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata 

: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan 

pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-

melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga 

dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak.  

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (Ijab Kabul) 

1) Jual beli Mu„at}hah 

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan 

pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak 

memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena 

tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 
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Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari 

pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang 

tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meinggalkan harga atau 

menurunkan kualitas barang. 

3) Jual beli Munjiz 

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu 

atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat 

dan rukum jual beli. 

4) Jual beli Najasi> 

Yaitu jul beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi 

harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu 

mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak 

sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak 

sendiri). 

5) Menjual di atas penjualan orang lain 

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara 

menurunkan harga, sehingga orang itu mau membelu barangnya. 

Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada 

penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih 

murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena 

dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antara 

penjual (pedagang). 
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6) Jual beli di bawah harga pasar 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui 

orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan 

harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual 

dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang 

kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik 

barang (petani) atau orang-orang desa. 

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku 

akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini 

juga dilarang oleh agama sebab dapat meimbulkan persaingan tidak 

sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedangang 

(penjual). 

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari jual beli antara lain:
25

 

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 

dengan jalan suka sama suka. 

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 

diperoleh dengan cara bat}hil.  

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal. 

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 

                                                             
25

 Ibid,h. 121.  
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e. Dapat membina ketenanngan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa 

karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha 

terhadap anugerah Allah SWT. 

f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara 

penjual dan pembeli. 

C. Tinjauan Pustaka 

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh 

peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti 

apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas penelitian maka 

peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara 

menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan 

menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan jual beli dengan transaksi 

menggunakan elektronik. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait jual beli 

yang terdapat batasan waktu serta jual beli menurut Undang-Undang ITE Nomor 

11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1), sebagai berikut: 

Pertama, yaitu yang ditulis oleh Aditya Jarisman pada tahun 2019 dengan 

judul “Jual Beli Followers Instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008”. Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam, dimana jual beli ini 

difokuskan pada pelaksanaan jual beli followers instagram yang mengandung 

sistem gharar, yang mana hasil dari jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat 

Islam. 
26

 

                                                             
26

 Aditya Jarisman, Jual Beli Instagram Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, 

(On-line), tersedia di  http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10050/ diakses pada 2 Januari 2020 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10050/
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Kedua, yaitu yang ditulis oleh Erah Siti Syarah pada tahun 2012 dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Non Cetak Berbasis Ebook Dengan Aplikasi Adobe 

Capivate 3.0 Untuk Kelas III SMP Negeri 1 Cilmus”. Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana pengembangan bahan ajar non cetak dengan berbasis ebook dengan 

aplikasi adobe capivate 3.0 pada siswa SMP. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tujuan penggunaan bahan ajar berbasis ebook dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa karena pembelajaran yang kondusif dan interaktif akan menjadi 

dorongan bagi siswa untuk belajar sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat.
27

 

Ketiga, yaitu yang ditulis oleh Umi Hashunah pada tahun 2014 dengan judul 

“Studi Deskriptif Pemanfaatan E-Book Sebagai Sumber Belajar di Kalangan 

Santri Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta” Penelitian ini berfokus 

pada bagaimana pemanfaatan buku elektronik di kalangan santri serta faktor-

faktor yang memberikan dampak positif bagi santri karena mempermudah santri 

dalam mendapatkan dan memanfaatkan ebook  karena tidak ada batasan bagi 

mereka dalam menggunakannya sebagai sumber belajar.
28

 

Keempat, yaitu yang ditulis oleh Juliaty Saskia Putri pada tahun 2019 dengan 

judul ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Toko Dengan Sistem Batas 

Waktu”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana jual beli 

ini difokuskan pada jual beli toko yang dibeli oleh pembeli toko dengan 

                                                             
27

Erah Siti Syarah,Pengembangan Bahan Ajar Non Cetak Berbasis Ebook Dengan 

Aplikasi Adobe Capivate 3.0 Untuk Kelas III SMP Negeri 1 Cilmus , (On-line) tersedia di 

https://core.ac.uk/reader/147419940, diakses pada 2 Januari 2020. 
28

 Umi Hashunah, Studi Deskriptif Pemanfaatan E-Book Sebagai Sumber Belajar di 

Kalangan Santri Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, (On-line) tersedia di 

http://digilib.uin-suka.ac.id/12986/, diakses pada 2 Januari 2020.  

https://core.ac.uk/reader/147419940
http://digilib.uin-suka.ac.id/12986/
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menyerahkan sertifikat toko tersebut selama 20 tahun, setelah 20 tahun pembeli 

wajib menyerahkan sertifikat tersebut kepada penjual, yang mana hal tersebut 

tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
29

 

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 

Ayat (1) Tentang Jual Beli E-book  Berbayar Berjangka Waktu” berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokukan pada 

pelaksanaan jual beli Ebook berbayar yang secara penggunaan merugikan pihak 

konsumen, yang baik secara hukum Islam maupun dalam Undang-Undang No. 11 

tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) tidak dibenarkan, sedangkan dalam penelitian 

sebelumnya yaitu tentang jual beli yang diikuti sistem gharar atau penipuan dalam 

hukum Islam.  
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 Juliaty Saskia Putri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Toko Dengan 

Sistem Batas Waktu, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019).  
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